
GUBERNUR RIAU- 

-

PERATURAN GUBDRNUR RIAU
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PPRATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAIIAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAPRAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

bahwa untuk menampung dana t|ansfer Bantuan Opeiasional
Sekolah berdasarkan Peraturan Mente.i Keuangan Republik
Indonesia Nomor 48/PMK.O7 1201'6 ter|tal]'g Pengelolaan Transfer ke

Daerai dan dana Desa, perlu dilakukan Perubahan atas Peratuiatl
Gubemur Riau Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Penjabatan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belartja Dae.ah Provinsi Riau
Tahun Angga,ran 20 1 6 .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dineaksud pada

huruf a di atas, perlu menetapkar peraturan Gubernur tentang
Perubahal Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2016
tentang Penjabarar Perubahar-r Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2O16.

Undang Undang Nomo. 61 Tahun 1958 tentailg Penetapan Undai.g-
Undang Nomor 19 Tahun 1957 i:entang Pembentukan Dae.ah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembarau
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r6a6);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar-€l

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarg Perbendair€.raan
Negara (Lembaran Negara Republk Ilrdonesia Tahun 2004 Nonror 5,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndoiesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 'l'ahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo. 126,
Tambahan lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);

U1)dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah darl
Retribusi Daerah (Lembara]l Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor l3O, Tambah.Ln Lembarar Neg.rra Republik Indonesia Nomor
5043):

b.
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6.

7.

9.

8.

Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta]larl
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Ta;rlbahan Lemba.rarl Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo.
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaja Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 292, "tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturar Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wa-kil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tatrun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O2B);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dal Keualgan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaratr
Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengar Peraturan Pemerintah
Nomor 21 "fah]un 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler
dal Keuangal Pimpinalr dan Anggota Dewan Perwakilarr Ra-lq/at
Daerah (l,embara].1 Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangal Badan Layanan Umum {Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4502);

11. Peratu.an Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tenta-ng Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembarai Negara Republik Indonesia Nomor
457 5);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Taiun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peratura.t
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahar Atas
Peraturar Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 515511

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaar
Keuangan Daera! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahulr
2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instarsi Pemerintah (LembaJan Nega.a
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambairan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peiaturan Pemerintai Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporar
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Peme.intah, Lapoian
Keterangan Pe.tanggungjawaban Kepala Daereh kepada Dewar
Pe.wakilan Rakyat Daerah darl Informasi Laporan penyelenggaJaan



Menetapkarr :

Pemerintah Daerah kepada Masyaral<at (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembajan Negara
Republik Indonesia Nomor 4693)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stardar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tanbahan Lembarar Negara Republik
lndonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tah]ull 2oI2 tentarg Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambaiar Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5272],;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaa,n Keuangan Daeiah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturar
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman PenFrsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah.ur' 2015 tentalg Perubaha-n
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penlusunan Anggaran Pendapatan dar} Belanja Daerah
Tahun Angga.an 20 16;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bedta Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Menteri keuangan Nomor 4B/PMK.O7 /2016 tentatg
Pengelolaal Tralsfer ke Daerale dare Dana Desa;

22. Perat[raI' Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengeiolaan Keuangan Daerail Provinsi Riau
{Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2OO8 Nomor 4);

23. Peraturan Dae{ah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Par-rjalg Daerah (RPJPD) Provinsi
Riau Tahun 2005-2025 (Lembarar Daerah Provinsi Riau Tahun
2009 Nomor 9):

24. Perat]uralr Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hovinsi
Riau Ta.hun 2O11-2OI9 (Lembarar-r Daerah Provinsi Riau Tahun
2014 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentans
Perubalrarr APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 5);

26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2016 Tentans
Penjabaral Perubahan Anggaran Pendapatan dal Bela'Ija Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daeiah Provinsi Riau
Tahun 20 16 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR RIAU NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII
PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2016.



Pasal I

Ketentuan dala,rn Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2016 tentalg Penjabaran
perubahan Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggararr 2016
(Berita Daera-h Frovinsi Riau Tallun 2016 Nomor 55), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuar Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Penjabaral Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun
Angga.ran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah

Rp. 7.233.308.312.747,13
Rp. 6.671.900.000,00

Jumlah pendapatan setelah peruballarl

2. Belalja

P'p. 7.239.9aO.212.747,13

a. Semula
b. Bertambah
Jumlah belanja setelah pembahan
Delisit setelah perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

Rp. 10.365.191.937.744,4O
Rp. 6.671.900.000,00

1) Semula
2) Bertambah/Berkurang _Bp.
Jumlah Penerimaan setelah perubaian

b. Pengeluaran

Rp . 3 .137 .BB3 .624 .997 ,25
0,00

Rp. 10.371.863.837.7 44,4O
Rp. 3.131.883.624.997,25

Rp. 3.131:883.624.997,25

Rp. o,oo

1) Semula
2) Bertambah

Rp.
Rp.

o,oo
o,oo

Jumlah Pengeluaran setelah perubahar-r

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 3.131.883.624.997.25

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan & 0,00

2. Ketentuan Pasa-l 2 diubah sebaeai berikut:

Pasal 2

Penjaba.ran Perubahai Anggaran Pendapatal dal Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 1 terdiri dari Ringkasal Penjabaran Anggaran Pendapata,n dan Belaija
Daerah, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah serta DaJtar penerima
bantuan Hibah yarg tercantum pada Lanpiran I, II, da! III yang merupakan bagial tidak
terpisa-hkan dari Peraturan Cubernur ini.



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar pengundangan Peraturan Gubernur ini
dtngal penempatatnya dalan Berita Daerah Provinsi Riau.

DitetaDkan di Pekanbaru
pada tanggal 

GUBERNUR RIAU 

Diundangkan 
pada tanggal 

. 
ln RAcHMAN

RIAU

AHMAD HI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 
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